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ABSTRAK :

Bahwa KPU Kabupaten Magelang telah menetapkan SK Nomor 17/PP.05.3-
Kpt/3308/KPU-Kab/XI1/2017 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara
(PPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018.

Bahwa sehubungan dengan pengunduran diri Saudara Chusna Rofikoh sebagai
anggota PPS desa Menayu Kecamatan Muntilan sebagaimana surat
pengunduran diri tanggal 29 Desember 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang ini
adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 14 Tahun
2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana
telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 5
Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor
1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008
tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota; Peraturan KPU Nomor
6 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU



CATATAN :

Kab/Kota; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012,
Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS dan KPPS dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
PPK, PPS dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor
2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; Keputusan KPU
Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor
1 /PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor
12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor
16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Tengah Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Provinsi
Jawa Tengah Nomor 25/PP.02.3-Kpt/33/Prov/1X/2017 tentang Perubahan Atas
Keputusan KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017
tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018; Keputusan
KPU Kabupaten Magelang Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/I1X/2017
tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor
30/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/11/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU
Kabupaten Magelang Nomor 1/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017 tentang
Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018; Keputusan KPU
Kabupaten Magelang Nomor 15/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/X/2017; Keputusan
KPU Kabupaten Magelang Nomor 8/PP.02.3-Kpt/3308/KPU-Kab/IX/2017.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 23/PP.05.3-
Kpt/3308/KPU-Kab/XI11/2017 Tahun 2017 diatur tentang :

Memberhentikan saudara Chusna Rofikoh sebagai anggota PPS desa Menayu
Kecamatan Muntilan ; Mengangkat saudara Apri Hananto sebagai anggota
Pengganti Antar Waktu PPS desa Menayu Kecamatan Muntilan.

Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Desember 2017



